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Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 

mengesahkan rencana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke 

Kalimantan Timur. Salah satu implikasinya adalah diperlukan strategi 

pertahanan dalam rangka melindungi Ibu Kota Nusantara tersebut. 

Mengingat adanya pemindahan Centre of Gravity, potensi ancaman di IKN, 

serta kondisi kemampuan kekuatan TNI itu sendiri. Masalah yang kemudian 

muncul adalah bagaimana strategi gelar operasi TNI di ALKI II berdasarkan UU 

IKN No.3 tahun 2022 dalam rangka pertahanan maritim guna menegakkan 

kedaulatan NKRI. 

Diperlukan strategi pertahanan dalam rangka melindungi Ibu Kota 

Nusantara tersebut. Di era modern seperti sekarang ini, perlindungan kota 

dikaji melalui konsep fortifikasi yang meliputi dua faktor, yakni: pertama, 

pertahanan di masa damai sama dengan di masa perang. Kedua, kota harus 

dipertahankan seluruhnya karena mengandung segitiga fungsi ekonomi, 

pemerintahan dan pertahanan. 

Akhirnya buku ini semoga dapat memberikan kemanfaatan untuk para 

pembaca yang membutuhkan. 

 

 

Jakarta, Januari 2024 

Kapus Jurnal dan Publikasi, LPPM, Unhan RI 

 

 

Kolonel Laut (E) Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso., SIP., MAP., CIQaR., M.Tr. 

Opsla., IPU., ASEAN Eng 
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PENDAHULUAN 

 
Pada tanggal 18 Januari 2022, rencana pemindahan Ibukota Negara 

disahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu 

Kota Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 dijelaskan bahwa 

Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk 

merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi 

yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan 

Timur Indonesia. Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN 

mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk 

menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan 

pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan 

prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka 

panjang suatu bangsa. Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan 

IKN disusun menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan di lokasi 

yang baru. 

Secara umum ada beberapa faktor penting yang apabila tidak di kelola 

dan dipertimbangkan secara baik dapat menjadi suatu ancaman bagi 

kedaulatan dan keutuhan NKRI dalam pemindahan Ibu Kota Negara ke 

wilayah provinsi Kalimantan Timur tersebut, yaitu:  

a. Mendekati garis perbatasan darat dengan Malaysia sepanjang 2.062 km.  

b. Mendekati batas wilayah laut Malaysia.  

c. Berada diantara jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II.  

d. Berada dekat dengan Flight Information Region (FIR) negara        tetangga 

(Singapura FIR, Kinabalu FIR dan Manila FIR).  

e. Mendekati lokasi gelar kekuatan militer negara tetangga dan kawasan 

(Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Vietnam, China dan US 

Indopacom). 
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GELAR PASUKAN DAN  

PEMBANGUNAN KEKUATAN MILITER 

 
Stephen Biddle dalam bukunya Military Power: Explaining Victory and 

Defeat in Modern Battle menyebutkan bahwa penggelaran atau force 

deployment memegang peranan penting ketimbang teknologi maupun 

preponderance pada saat sekarang. Dilihat dari kutipan tersebut diatas yang 

menjadi permasalahan kemudian adalah bagaimana penggelaran (force 

deployment) tersebut ditugaskan sesuai dengan strategi yang dijalankan. 

Tentunya hal ini bergantung kepada rumusan strategi pertahanan yang sesuai 

untuk menghadapi karakteristik yang berbeda dari setiap ancaman.  

Dalam teori penggelaran (force deployment) dijelaskan bahwa strategi 

gelar kekuatan akan menentukan apakah gelar kekuatan yang dilakukan 

bersifat ofensif atau defensif (Helmi, 2011). Teori ini menjelaskan bahwa 

gelar kekuatan akan dipengaruhi oleh operasi dan taktik yang dirumuskan 

dalam menghadapi karakteristik ancaman yang berbeda. 

Gelar kekuatan TNI diwujudkan melalui penggelaran alutsista TNI di 

wilayah-wilayah perbatasan Indonesia yang dapat memberikan efek 

penangkalan (deterrence effect). Dimana efek penangkal tersebut sangat 

bergantung kepada ketepatan penggelaran kekuatan TNI di wilayah yang 

strategis, baik berupa alutsista, sarana prasarana pendukung serta lokasi 

gelar kekuatan TNI. 

Henry C. Bartlett, seorang pakar militer, karyanya “Force Planning 

Approaches” menyebutkan empat aspek perencanaan pembangunan 

kekuatan militer, the four pillars of total combat capability, yaitu (Henry C., 

1990): 
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ANCAMAN PERTAHANAN DAN  

KEAMANAN DI WILAYAH ALKI II 

 
Posisi IKN yang berbatasan langsung dengan Alur Laut Kepulauan 

Indonesia (ALKI) II dan choke point atau titik sempit dunia. Sedangkan di sisi 

udara, lokasi IKN mendekati Flight   Information Region (FIR) milik negara 

tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. Selain itu, 

ibu kota negara baru ada dalam radius jelajah ICBM (intercontinental ballistic 

missile) dan rudal hipersonik negara tertentu. Ancaman lainnya adalah saat 

ini pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur trans-nation crime, seperti 

penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga berdekatan dengan 

terrorist transit triangle di Sulu, Sabah, dan Poso. Kemudian, posisi ibu kota 

negara baru dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA (The Five   

Power Defence Arrangements) Malaysia dan sebagainya, kemudian Aliansi 

AUKUS Australia, UK, dan USA, dan terdampak dari one belt one road atau 

OBOR BRI China (cnbcindonesia.com, 2023). 
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GELAR OPERASI TNI DI ALKI II  

GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN 

MARITIM IBU KOTA NUSANTARA 

 
Ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional menjadi sebuah 

tantangan bagi TNI AL sebagai penegak hukum di laut yang dituntut untuk 

mampu memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal asing yang melintas 

di wilayah ALKI II. TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut 

berpegang pada doktrin sebagai landasan strategi dalam pelaksanaan 

tugasnya. Hal ini untuk menghadapi ancaman terhadap aspek kelautan dan 

menciptakan situasi laut yang aman terkendali di wilayah yurisdiksi nasional. 

Implementasi hak dan kewajiban ALKI ini bertujuan untuk menciptakan 

good order at sea, sebagaimana disampaikan oleh Till mengutip The Royal 

Navy “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak militer melalui kerja sama 

dengan institusi-institusi pemerintahan lainnya, agensi-agensi dan mitra-

mitra internasional dalam lingkungan maritim untuk mengatasi kegiatan 

illegal dan mendukung kebebasan di laut, dalam rangka melindungi 

kepentingan nasional dan internasional. Indonesia memiliki hak dan 

kewajiban menjaga keamanan pelayaran kapal-kapal asing yang melintas di 

ALKI (Suryawan et al., 2021).  

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, 

TNI AL memiliki tugas untuk:  

a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;  

b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi 

nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah 

diratifikasi;  
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KONDISI EKSISTING GELAR  

KEKUATAN TNI AL DI ALKI II 

 
Sistem pengamanan di kawasan ALKI II saat ini dilaksanakan oleh 

beberapa instansi pemerintah diantaranya Kogabwilhan II sebagai Kotama 

Operasional Mabes TNI, Bakamla, TNI AL dan TNI AU dengan menggelar 

operasi sesuai kewenangan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh masing – masing instansi. Dengan dukungan dari sarana dan 

prasarana yang ada di sepanjang wilayah ALKI II yang dimiliki oleh Instansi 

pemerintah, BUMN dan TNI. Untuk mewujudkan jaminan keamanan tersebut 

perlu dibangun suatu konsep pengamanan ALKI II yang meliputi operasi 

terpadu, kedua, peningkatan sarana dan prasarana pendukung. dan 

pembentukan organisasi yang secara khusus menangani pengamanan dil ALKI 

II. 

Dalam rangka menjamin keamanan maritim di kawasan ALKI II, TNI 

melaksanakan operasi Garda Samudera-21 yang dalam pelaksanaannya 

dipimpin oleh Panglima Koarmada II sebagai Pangkogasgab Pam ALKI II yang 

merupakan kegiatan operasi dibawah Mabes TNI yang dilaksanakan 

sepanjang tahun. Selanjutnya, Pabandya-1/Siapopsdagri Paban IV/Opsdagri 

Sops TNI menambahkan terkait Sarana dan Prasarana TNI yang meliputi area 

tugas ALKI II. ALKI II terletak di antara pulau Kalimatan dam Pulau Sulawesi di 

sisi utara mulai Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. Disepanjang ALKI II 

terdapat beberapa sarana TNI yang sudah tergelar. Dalam pelaksanaan 

operasi pengamanan di ALKI II personel dan material TNI yang dikerahkan 

antara lain (2023): 
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STRATEGI GELAR KEKUATAN  

TNI AL DI ALKI II GUNA MENDUKUNG 

PERTAHANAN MARITIM DI IBU KOTA NEGARA 

 
Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas alutsista aparat membuat tingkat 

ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan wilayah di sekitar ALKI II 

menjadi tinggi. Sementara, upaya mengatasinya melalui latihan dan operasi 

kerjasama di lapangan bukannya tidak membawa resiko. Karena, 

mengundang keterlibatan asing dalam latihan bersama sesering mungkin, 

untuk masuk jauh ke wilayah perairan Kepulauan Indonesia, di luar jalur ALKI 

yang disediakan, semakin memberikan kesempatan pihak asing untuk 

melakukan pengintaian dan pendataan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia secata tidak langsung. Kondisi saat ini yang berkembang 

menunjukkan eksistensi ALKI II dan prospek ancamannya, serta upaya 

mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

membutuhkan personel keamananan yang profesional dan memiliki dedikasi 

dan kemampuan yang tinggi dalam bertugas. Sehingga, tugas mengawal 

kedaulatan Indonesia di ALKI dan menciptakan stabilitas jangka panjang, 

supaya Indonesia dapat meraih manfaat kemakmuran yang optimal dari 

posisi geopolitik dan geostrategis yang baik, yang selama ini telah disediakan 

alam. 

Jika dikaitkan dengan pengamanan IKN, Postur pertahanan saat ini masih 

belum memadai apabila dihadapkan pada lokasi Ibu Kota Negara berada di 

Pulau Kalimantan. Postur pertahanan masing-masing matra yang saat ini 

telah dibangun berpedoman pada center of gravity Indonesia adalah DKI 

Jakarta. Perencanaan penempatan alutsista yang sudah sangat memadai baru 

terbatas pada penggelaran radar pertahanan udara, karena disiapkan dalam 
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